SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUBUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN EEWIRAUSAHAAN TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DASRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam upayva penanggulangan kemiskinan, mengurangt
tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran -“akyat serta mendayagunakan potensi
ekonomi  Kota  Jakarta dibutubkan  pengembangan
kewirausahaan terpadu,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pengempangan Kewirausahaan Terpadu;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria
sebagai [bukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Keeil dan Menengah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin;

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,

on

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Pengembangan Kewirausahasn dan Kepeloporan Pemuda
Serta Penvediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Urndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



Menetapkan

i
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Peraluran Daerah Nomor 1 Tabun 2018 tentang Rencanas
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Tahun 2017-2022:

MEMUTUSEKAN :

: PERATURAN GUBERNUR.  TENTANG PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN TERPADU,

BAB I

KETENTLUAN UMLUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

I
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Daerah adalah Provins: Daerah Khusus |bukota Jakarta.

. Pemenntah Dacrah adalah Gubernur dan Perangkat Dacrah

sebagal unsur penyvelengeara Pemenntabhon Daerah.

(rubernur adalah Kepala Daerah Provins: Daerab Khusus
Ibukota Jakarta.

i, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provins: Dacrah

Khusus Thukota Jakarta.

. Perangkal Daereh adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyvelenggaraan  Unisan pemerintahan vang  menjadi
kewenangan Daerah.

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan
kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/ateu
Heglatan yang menearah pada upaya mencarl, menciptakan,
menerapkan cara kerja, teknolegi dan produk baru dengan
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelavanan
varg lebih batk canfatan memperoleh keuntungan yang lebih
besar,

. Pengembangan Rewirausahaan Terpadu vang selanjutnva

discbur PRT adalah rangkaian kegiatan vang dilakukan
o akamm mengembanglan potensi keterampilan dan
ké¢mandirian berusaha dengan cara kolaboratii antara
Pemerintah Daerah, dunwa usahs dan masyarakal.

. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha

menengah, dan usaha besar dan koperasi vang melalkukan
keglatan ckonomi dan berdomisili di Indonesia.

Kelompok Basaran adalah orang perseorangan atau
kelompok orang calon pescrta pengembangan kewirausahaan
terpadu.

Peserta  Pengembangan Kewirausahsan Terpadu vang
selanjutnya discout Peserta PKT adalah grang perscorangan
atau kelompok crang vang telah memenuhi persyaralan dan
berhak mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu
sehagaimana diatur dalem Peraturan Gubernuar ind,
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Keluarga Miskin adalah keluarga vang fidak mempunyal
kemampuan vntuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
untuk  makanar, pakamn, tempat dngeal,  pendidikan,
keschatan dasar dan air bersih.

Basis Data Terpadu vang selanjutnya disingkac BDT adalah
pemutakhiran data dasar berbasis Keluarga sasaran yang
digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.

. Wirausaha adalah orang vang mempunyvai semangat, sikap,

perilaku dan kemampuan kewirausahaan,

Usaha Ekonomi Procduktii yang sclanjutnya disimgkal UEP
adalab  serangkaian  kegiatan  vang  ditujukan untuk
mengaiasi masawah sosial atau kerawanan soswl ekonomi
dari angeota masyarakat melahsi peningkatan kemampuan
utan  pemberdavaan  keluarga dan masyvarakat serta
peningkatan akses masyarakat terhadap’ sumber-sumber
sosiad vang ada cimasyarakat,

Kelompeok Usaha Bersama vang selanjulnya disingkat KURE
adalah wadsh stau tempal himpunan angeota kelompok
yang terpolong masvarakar miskin vang dibentuk, tumbuh
dan berkembang atas dasar prakarsanya sendin.

. Klinik Kewirausahaan adalah tempat kumpul Keeatif [co-

working space} yvang berfungsi sebagal pusatr himbingan,
komunikasi, informasi, interaksi dan promesi: usaha dari
peserta pengembangan kewirausahaan rerpadu,

Pasar DBersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk
dar peserta pengembangan kewirousahaan terpadu yang
dipusatkan di dasrah,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wvang selanjutnya
disingkat UMKM adalalh kegiatan ekonomi yvang berskala
mikro, kecll dar menengah schagaimana dimaksud dalam
Undanpg-Undang mengenar Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah:

. Industri Kecii darn Menengah yang selanjutnya digsingkat TKM

ddalah mdusin skala mikro dan menengah scbagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal perindstrian.

. Roperast adalah badan ussha yang beranpgpolakan orang

seorang arau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya herdasarkan prinsip koperasi sekalipas sebagad
gerakan ckonomi  rakyat yang  berdasar atas  asas
kelkeluargaan,

Badan Usaha Mikk Daerah yung sclanjuinva disingkat
BUMD adalah badan usaha yang selurub atau sebapian
besar modalnya dimiliki Pemerintah Dacrah yvang berasal
dari kekaysan daerah vang dipisahkan, vang berbentuk
Perusahaan Umum Daerah ata Perseroan Terbatas.



22, Lembaga Jasa  Keuangan  adalah  lembaga  yang
melaksanakan keglatan ¢l selgor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembags pembiayaan dan
Lembaga Jasa Keuangan Lamnya,

BaB 1l
MAKSUID, TULITIAN DAN TARGET
Pagal 4

Peraturan Gubernmur mi dinaksudkan sebagal dasar hukuam
bagl Pemermiah Daerah dan para pemanghku kKepentingan
dalam menyelenggarakan PKT di Dasrah.

Phasal 3
PET bertijuan untuk

A mengurangl  pengangeuran dan kemiskinan  melalui
peningkatan kesempatan berwiransaha;

B menciptakan lapangan pekerjinan bama;
¢, menumbuhkembangkan polensi Kewirausahaan di Dacrali;

d, mendorong dan memiasilitasi penciplaan  wirausaha di
masyarakat;

e. menmgkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya
manusia sebagal wirausaha di dacrah melalui pemanfaaran
teknologi dan sumberdava lokal agar memilild keungoulan
kompetitil bagl pernguatan ckonom: daerah;

[, memnngkatnya jumlah wiraussha yang mandirvi. berkualitas,
tangauh dan handal;

g. mengembangkan dan meningkatkan jumlah duan  skala
usaha prodcukud bamik vang dikelala perorangan maupun
kelompok dalam benluk Koperasi dan UMKM serta IKM; dan

h. meningkatkan preduktivitas dan dava saing UMEM serta
IKM dalam menopang pertumbiitan maupun pemerataan
chonomi; dan

1. mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Dacrah
serta pard pemangkd kepentingan untuk mewujudkan
kowirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahtermun
masyarakatl di Daerah,

rasal 4

(1) Target PKT adalah menciptakan paling sedikit 200000
(dus ratus nbu)] wirausaha bara di Dasrah dalam kurun
wakiu tahun 2018-2022,

2} Targel sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
oleh  Perangkat Daerabh dengan dukungan pemangku
kepentingan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
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RELOMPOR SASARAN
Masal &
Kelompok sasa“an penyelengea-aan PKT ditujukan bagi

a. pencari kerja;

b, wiralsaha pemula; dan

c. wirausaha nailk kelas.

Kelompok sascran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk  Keluarga Miskin  berdasarken  BDT  dan
masyarakat berkebutuhan khusizs,

Pencar kerja sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperuntukkan bagi orang perseorangan atau kelompok
orang yang membutuhkan dan/atau belum mendapatkan
pekorjaan.

Wirausaha permula sebagsimana dimaksud pada ayvat (1)
hurut b diperuniukkan bdpgl orang perscorangan yang
mendaftar langsung melalui aplikasi PET atau kelompok
orang berdasarkan BDT dan/fatau berkebutuhan khusus
vang ingin memulai usaha melalul UEP dan KUBE.

Wirausaha naik kelas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf ¢, diperantakkan bagi -

4. wiralisaha mikro yang ingin meningkatkan  skala
usahanya menjadi wirausaha kecil:

b. wirausaha kecil vang ingin @ meningkatkan skala
usshanya menjadi wirausaha menengah; dan

v, wirausaha menengah vang ingin meningkatkan skala
usahanva menjadl wirausaha besar.

Wirdusaha mikro scbagaimana dimaksud pada aval (5)
hurat a antara lain Pedapang Kaki Lima,

Pasal 6
PET disclenggarakan melalui @

4, peningkalar kapasitas wirausaha;

B, penyedizan sililas sarana dan prasarana kewirausahaan;,

¢ pembentuksn jejaring dan pasar bersama;

d, pemberian insentfl skal daerah;

e. Kerja sama, oenugasan dan kelaborasi kelembagaan; dan
ronilorimg dan evaluasi.

Penyelenggaraen PRT schagaimana dimaksud pada avat (1)

dilaksanakan 2leh Perangkso Dacrah selaku Pelaksana
PKT.
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Perangkat Daerah selaku Pelaksana PRT sebagaimana
dimaksud pada avac (1), melipati :

a. Perangkat Daerah vang menvelenpgarakan urusan
pemerintahan  bidang  koperasi, usaha  kecil dan
menengah serta perdugangan;

b, Perangkal Daerah vang menvelenpgarakan  urasan
pemerintahan hidang perindustrian;

. Peranpgkat Daerah  vanp menvelenggarakan uarasan
pemerintahan bidang kelautan dan perilcanan;

d. Perangkat Daerah vang menvelenpggarakan urdsan
pemerintahan hidang tenaga kerja;

e. Perangkat Daerah vang menvelenggarakan uaruasan
pemerintaban bidang panwisata dan kebudayaan;

f. Perangkat Daerah vang menyelengparakan urasan
pemerintabhan bidang pemberdavaan perempuan dan
pelindungan anak;

g, Perangkal Daerah vang menvelenggarakan unisan
pemerintahan bidang sosial; dan

h, Perangkat Daerah lainnyva vang lerkail penvelengearaan
PET,

BAB TV
PENINGEATAN KAPASITAS WIRAUSAHA
Bapian Kesatu
Umum
Pasal ¥

Peranglkat Daerah selalu pelaksana PKT  bertanggung
jawab  dalam menvelenggarakan PRKT melalui program
peningkatan kapasitas wirausaha darl Kelompok Sasaran
FRT.

Program peningkatan kapasilas wirausaha sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) dilakukan melalui rangkaian
Kegiatan melputi

a. pendaftaran;

b. ‘pelatihan;

¢, pendampingan usaha:

d. perizinan;

£, pPemasaran:

[. pelaporan kenangan; dan

g, fasilitasi permodalan,
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Bagian Kedua
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Pendaftaran
Pasai 8

Kelompok sasaran yang akan mendaftar menjadi peserta
PRET harus memenuhi kelengkapar dokuimen sebagai herikaat

a. fotokopi KTF Daerah;

b, suratl pernvsaiaan |
1) belum memiliki pekerjaan;
2} memilil rencana membuka usaha; atau
31 memiliki rencana mengermbangkan usaha.

€. surat pemyataan akan  bersungrub-sungeguh unluk
berpartsipasi dalam program  peningkatan kapasitas
wirsusaha.

Pendaftaran  sebagaimana  dimaksud pada  avat (1)
dilaksanakan dengsn  mekanisme  pendaftaran  online
metahi aplikas PKT.

Pendaitaran peserta PRT bag wirausaha pemula dilakuakan
menginat mekanisme dalam  peraturan  perundang
undangan yvang menpatur UEP dan KUBE.

Dalam rangks membantu percepatan  inplementasi
program PET, Lurah melaksancskan :

i lastlilast  pelaksanaan  pendaltaran bagl  kelompek
rmasyarakal melalul aplikasi PKT; dan

. sosialisasi dan  penyebarluasan  informasi  kepada
warganyva  lerhadap manfaat penyelenggaraan  PKT
melalul program peningkaran kapasitas wiraussha,

Pasal O

Aplikasi PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avar (2]
dibangun, dikembangkan dan  diintegrasiken  oleh
Perangkal  Deaerzh yvang menyelenggarakan ursan
pemerinilahan bidang komunikasi dan informatika,

Pengelolasn Aplikasi PKET dilaksanakan eleh Perangkat
Dacrah pelaksana PHT bekera sama denpan Perangkat
Daerah  yang menyelenggurakan urusan  peomerintahan
bidang kemunikasi dan informat ka.

Perangksat Daerah pelaksana PRT sebagaimuns dimaksud
pada ayal (2} menyusun Standar Operasional Prosedur tata
kelola aplikasi PRT.

Pasal 10

Fasilitast pelaksanaan pendaftaran peserla PET scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 8§ ayvat (4} uraf a dilakuksn Lurah
selempatl melalui sesialisasi den oenyebarluasan  informasi
kepada warganva terhadap manfaar penyelenggaraan  PKT
melalul program peainglatan kapasitas wirausaha,
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Pasal 11

Dagi kelompok sasaran vang telah terdafltar sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 8, dilakukan wawancara oleh unsur
Perangkat Dacrah selakuy pelaksana PRT,

Dalam hal hasil wawancara sebagaimana dimalesud pada
ayul (1] dinyatakan berhak mengikuti program peningkatan
kapasitas wirausaha, meka Kelompok Sasaran diberikan
kartu peserta PKT.

Pornyataan berhak mengikub program peningkatan
kapasitas wirausaha scbagmmana dimaksud pads aval (2]
ditetapksan dengan Keputusan RKepala Perangkat Daerah
selaku pelaksana PRT sesua dengan bidang urusannya,

Bagian Ketiga
Pelatihan
Pasal 12

Peserta PKT melahii program  peningkatan kapasitas
wirausaha wanb mengikull  pelatihan Rewirausshasn
secara berjenjang vang diselenggarakan cleh Perangkal
Daerah selaku pelaksana PET.

Jenjang pelatihan kewirausahaan scbapaimana dimaksud
pada avat [1) melipuli;

a. pelatihan tirgkat dasar; dan

ly. pelatihan tdngkal lanjutan,

Pelatihan tingkat dasar sebagaimana  dimaksud  pada
aval [2) huruf a, ditujukan bagl kelompok sasaran pencari
kerja dan wirausaha pemula vang ingin memulat usahanva
denpan maler pelatiban paling sedikit memuat ¢

. mobvasi dan kowirausahaan:
b, dde dan konsep usaha; dan

e perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dasar
keuangan melalui aplikasi.

Pelatihan tingkat lanjulan sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) hurul b, ditujukan bagl wirausaha naik kelas yang
ngin mengembanpgkan usahanyva dengan maten pelatdhan
palirig sedikit memuaat ¢

d. wnenlasi peogembangan kewirausahaang dan

b, peningkatan kemampuan  spesialisasi  usaha  dan
manajemen usaha.

Ketentuan mengenal  tata laksana penvelenggaraan
pelatihan kewirausahaan sebagaimana  dimaksud  pada
aval (1] diletapkan dengan Eeputusan kepala Peranghkat
[daerah,
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Paszgl 13

Peranglat  Daoerah  seluku  pelaksana PKT  dalam
menvelenggarakan pelatthan kewirpausahwan dapat
melibatkan narasumber danfatan tenaga ahlt scsum
dengan ketentuan persturan perundang-undangarn,

Marasumber den/atau tenaga ahli scbhagaimana dimaksud
pada avat (1) paling sedikit hams memenuhi lkriteria
sebagal berikut :

a. memiliki pendidikan minimal Sagana [(51);

b memiliki pengalaman dalam  memberikan pelatihan
kewirausahaan atau pengalaman s=scbagal praktisi
Rewirausahaan paling sedikit 3 (Lga) tabun,; dan

v, memiliki sertiikal keahlian pada bidang kewirausahaan
atau bidang pengembangan usaha lainnya yvang terkait.

Bupian Kecrpat
Pendampingan Usaha
Pasal 14

Dalam proses penyelenggaraan  PKT, peserta PKT
mendapatkan pendampingan usaha doari Peranglkat Dacrah
selakuy pelaksuna PRT.

Pendampingan usahs yang dilakukan Perangkat Daerah
selakil Pelaksana PRT sebagaimana dimalksud pada avat (1}
dapal dibantu sleh

a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) selaku
pendamping usaha scsual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan; dan/atai

b, Pendamping usaha yang ditujukan khusus sebasad
pendampingan UEP dan KUBE sesual dengan ketentuan
peraliran parundang-undangsn,

Pendamgping usasha sebapgaimana dimaksud pada avat (2)
huraf a mempunyai tugas !

A, memberikan bimbingan dan mentoring pengembangan
usaha serta pendampingan dalam 7 [tujuh) proses
pemingzkatan kapasitas wirausaha! dan

b, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
perkembangan usaha.

Pendamping usaha scbagmmana dimaksud pada avat [2)
turul b mempunyal tugas :

a. memberikan bimbingan, pendampingan UEP dan KUBE
sebapal wirausaha pemula menuju wirausaha naik
kelas; dan

b. melakukan pemantavan dan evalussi pelaksanaan
perkembangan usaha,
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FPa=zal 15

Kriteria untuk menjadi pendamping usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) hurul a herms
memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut

a. fotokopr KTF Dacrah;

b, fotukopi jjazah pendidikan minimal Sanana (S1) atau
yang sclara;

¢, folokopl Surat Keterangan Catatan Kepolisian (BKCK):

d. fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba;

e, diutamakan bagl yang lelah  memilikn usaba dan
pengalaman memberikan pendampingan usaha,

Pendamping usaha scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mengilkur kegiatan peningkatan kompetensi melahai
pelalihan sertiikasi vang diselenggarakan oleh Pemenntah
Daerah,

Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (Uga) bulan
sekali oleh Peranghkal Dacrah selaku Pelaksana PKT.

Kriteria untuk menjadi pendamping usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2] hurufl b harus
memernihi pereyaratan sesual dengan ketentuan peratiran
perundang-uncangan.

Pendamping usaha scbagaimana dimaksud pada ayvat (3
dilakukan evaluasi secara berkala dengan mekanisme yang
chatr sesual dengan ketentuan peraluran  perundang-
urclangan.

Bagian Kelima
Perizinan
Pasal 16

Peserta PKT  yang  telab mendapatlkan  pelatiban
Kewirausahasn dan pendampingan usaha difasilitasi untuk
mendaparkean dokumen perizinan dan/alau non perizinan
terkail kewirausahaan sesuai dengan kelenluan peraturan
perundang-uncangan.

Fasilitasi  dobumen perizinan  dan  non perizinan
scbagalmana cdimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
kelektf oleh Perangkar Daerah selaku pelaksana PRT
berkoordinasi dengan Peranglat Daerah Vang
menvelenpggarazan urasarn pemerintahan bidung
penandman medal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Perangkat Dzerah  vang  menyelenggarakan urusan
pemerintaban bidang penanaman modal dan pelavanan
terpadil satu pinty sebagaimana dimaksud pada avar [2)
mempercepat  dan  memprioritaskan  proses  dekumen
perizinan dan non perizinan terkait kewirausahaan bagi
peseria PKT.
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Bugian Kecnam
Prrneaseran
Pasal 17

Peseria PET  wvang telah  mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan pendampingan  usaha serta telah
memilik] dokumen  perizinan «dan/arau non  perizinan
terkeait kewirnusabaan difasilitasd untuls dapal memasarkan
produknya secara kolektif.

Fasilitast pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan oleh Perangkat Dacrah selaku Pelaksana
PET haik secara mandiri maupun bersama-sama antar
Perangkatl Daerah.

Pemasaran secara mandirl sebagaimana dimaksud pada
aval (2} dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah
selaku pelaksana PKT paling sedikil 1 {satu] bulan sckali
melalul keglatan bazaar atau keglatan lainnyva vang sejenis.

Pemasaran secara bersama-sama scbagaimana dimaksud
pada aval (2] dilakukan secara bersama-sama nleh seluruh
Peranpgkat Dacrah selalu pelaksana PET paling sedikit
setiap 3 (tiga) bulan  sekali melalui penvelenggaraan
pameran  wirausahs  baik  lokal, nasional maupun
Inlernasional,

Pelaksanaan pemasaran sccarn bersama-sama sebapaimana
dimaksud paca avat (4) dikoordinasikan aolch Asisten
Hekretaria  Daesrah  vang  menyelenggarakan  urusan
pemerintaban bidang Perekenomian dan Keudangan,

Bagian Ketujuh
Pelaporan Keusangan
Paszal 15

Peserta PEKT yvang telah memperoleh dokwmen perizinan
dan/atan nor  perizinan  serta mendapatkan  fasilitasi
pemasaran  produk difasilitast untulk dapat menyusun
pelaporan keuangan usaba berbasis aplikasi,

Fasilitasi penyusunan pelaporan keusangan usaha berbasis
aplikasi scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilakuokan
oleh  Perangkat Daersh selaku pelaksana PEKT melalud
peElaliben,

Peranglat Daerah pelaksana PRT scbagaimana dimaksud
pada awvat (2] menyusun Standar Operasional Prosedur
pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi.

Pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi sebagaimans
dimaksud pada avar (1) dapat dibangun, dikembangkan
can  diuntegrasikan  oleh Perangkat  Daerah yang
menvelenggarakan LUrusan pemerintahan Bidang
somunikas daa informatika,
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Pengelolasn Aplikasi  Pelaporan Keuangan — usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah pelaksana PRT bekerja sama dengan
Perangkal  Daerah vang  menyelenggaralkan urusan
pemerintahan sidang komunikasi dan informatika,

Dialam rangka membangun, mengembangkan, mengintegrasikan
dan  mengelola aplikasi pelapaoran keuangan  usaha
sebagaimana  dimaksud pada ayat {1 dan ayat (5],
Perangkal Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta
Perangkat Daerah terkait dapat bekerja sama dengan
pengembang teknologi informasi sesual dengan ketentuan
prraturan perenddang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitus: Permodalan
Pasal 19

Peserta PKT difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan
akses permadalan dari perbankan dan/etau Lembapa Jasa
heuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  apabila  telah melaksanakan  pelaporan
Keuangan usaba berbasis aplizasi sebagaimana dimaksud
clalam Pasal 18,

Fasilitasi untuk mendapatkan kemudahan  akses
permodalan sebagaimeana  dimaksud  pada  avar (1),
dilakukan olek Perangkat Daerah vang menvelenggarakan
urisan pemerntabian bidang koperasi, usaha kecil dan
menengdah serta perdagangan.

Perangkat Daerah sehagaimuana dimaksud pada avat (2),
dalam memiasilitasi Kemudahan akses permodalan dapat
bekerja suma dengan perbankan dan/alau Lembaga Jass
Keuangan sesual dengan ketenruan peraluran perundang-
undangarn,

BAB WV

PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
KEWIRAUSAHAAN

Pasal 20

Perangkal Dacrah  selaku  pelaksana PKT  dapat
menyerliakan [silitas sarana dan prasarana bagh Peserta
PRT dalam mengembangkan usahanva.

Fenyediaan fasililas sarana dan prasarana scbagaimana
dimaksud pade ayat (1) berupa ;

&, oplmalisast pemanfaatan  fasilitas sarang  dan
prasarana vang telah dimiliky; dan/atan

. pemberian santuan sarana don prasarana scperti alar
Kerja atau sarana lainnya scbagal pendukung peserta
PRT dalam mengem bangkan usahanya,
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Pembernan bantuan sarana sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) huruf o dilakukan meialui mekanisme hibah dalam
bentuk  barang  sesuai  dengan kelentuan peraluran
perundang-undan pan,

Besarnya nilal pemberian banllan sarana dan prasarana
dabarn bentuk barany scbhagaimana dimaksud pada ayvat (3}
diatur dalam Keputusan Gubernur herdasarkan usulan
Perangiat Daerah terkait,

Pagal 21

Perangkat Daerah vang menvelenggarakan urusan
pemierintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
serta perdagangan bertangeung jawab menvediakan klinik
kewirausahaan bagl peserta PRT.

Elinik kewirausahasn sebagaimana dimaksid pada avatl (1)
paling sedilis  terdapat di 5 (lima) wilayah Kota
Administrasi dan 1 (satu) wilayah Kabupaten Administrasi.

Batam hal lertenty, BUMD dangatau Stakeholder lainnva
dapal membantu Perangleat Daerah vang menyelenggaralan
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan
mencngah serta perdaganpan untuk menvediakan klinik
kewirausahaan bagi pescrta kegiztan PRT sesual dengan
kKetentuan peraturan perundang-tindangan.

Standar prusarana dan sarana pada klinik kewirausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) ditetapkan dengan
Keputusan (Gubernur,

B8A8 Vi
PEMBENTUEAN JEJARING DAN PASAR BERSAMA
Pasal 22

Pemerintah  Dacralh  hersama dengan  para pemanghkn
kepentingan memfasilitasi pembentukan jejaring dan pasar
bersama dari peserta PKT.

Pembentukan jojaring dan pasar bersama  wirausaha
sebagaimana dimaksad pada ayat (1) dilakalan melahy

a. lasihilasi kurast produk dan kemasan;

L. pemanfaatan  hasil  produksi  anggota  komunitas
Kewirausanaan (i masmg-masing wilayahy Perangkat
Dacrah /BUMD melalui katalog barang dan jasa;

c, pengenalan produk atau promosi;

di sosialisasl gagasan arau  penemuan-penemuan - bar
serla kemudahan  penguarusan  Sertifikar Halal dan Hak
Rekayvaan Intelekiual;

&, pengembanzan  jaringan  promosi dan DEITLASHATA
bersama melalui media cetak,  elektronik, daring dan
media ar ruang; danfatan

[, gelar karya atau demonstrasi produk,
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Pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana
dimaksud pada ayal [1) dilaksanakan oleh masing -masing
Perangkal Daerah sesuai bidang urusan pemerintahan
terkait dan dikoordinasikan olch Asisten Sekretans Daerah
vang menyelmggarakan urusan  pemernintahan bidang
Perekonomian dan Keuangan,

Pasal 23

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengembangan
kegiatan kewirausahaan, seluruh Perangkar Daerah selaku
Pelaksana PET dapat membangun, mengembangkan dan
mengelola sistem mlormas: penyelengearaan PRT sesua
dengan lingkup tugasnva.

Dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangdnar,
pengembangsr  dan  pengelolasn  Sistem  Inlormasi
penyelenggarasn PRT sebapaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkul Dacrah yang menyelengegarakan  urasan
pemcerintghan bidang komunikasi  dan  informatika
mengntegrasikan sistem  Informasi penyelenggaraan PET
ke dalam ekosistem digital kewirausahaan,

Pasal 24

Seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Dunia Usaha vang
berada di Daesrabh memprioritaskan penggunaan produk
hasil peserta PKT untuk sctiap kegiatan kerja vang
dilaksanakan berdasarkan wilayvah kerja masing-masing.

Pengpunaan  Jroduk  hasil peserta PRT  scbagaimans
dimaksud  pada ayat (1] diakukan melalid proses
pengadaan barang/jasa sesual dengan kelentuan
peraturan perindang-undangan.

BAR VI
PEMRAERIAN INSENTLE FISKAL DATRRAH
Pasal 25

Gubernur memberikan  insentif fislkal daerah  dalam
mendukung penyelenggaraan PKT.

Insentif fiskal daerah sebapmimana dimaksud pada avat (1)
diberilkkan dalam hentuk PUngUrangan dan/atau
keringanan pajak dasrah terhadap kegiatan usaha yang
dilakukan olet peserta PKT yang telah mengikuti seluruh
rangkaian program peningkatan kapasitas wirausaha.,

Permohonan insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayal (2] diajukan oleh peserta PKT berdasarkan
rekomendasi Perangkat Dacerah sclaku Pelaksana PRT,

Besaran pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah
schagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan Gubernur
berdasarkan rckomendasi  Perangkat Daerah  vang
menvelengparakan urusan pemerintahan bidang
perpajakan dacrah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BabB VIII
EERJIA S.-"'n’.'-‘T-"n, PENLIGEASAN DAN KOLABORAS]
KELEMBAZGAAN
Pasal 26

{1} Dalam rangka mengoptimalkan penyelengearaan PKT,
Pemerintah Dacroh dapat melakukan kerja sama dengan -

komunitas kewirausahasn;

asnsias] dunia usaha;

asosiasi prolesy

lembaga jasa Keuangan;

lembaga pemerintah dan otoritas terkair,

Sl - SR -

perguruan bdngei;

I:!'ﬂ

media: dan
h, lembapa jain terkait,

[2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas PET

dan dilakukan sesual dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam rangka mengoptimalkan  penyvelenggaraan  PKT,
Pemerintah Dacrah dapat melakukan penugasan kepada BUMD
sesual dengan Ketentuan peratiran perundang-undangan,

BAB IX
RMONITORING DAN EVALUIAST
Piasal 28

(1) Monitering penyelenggaraan PKT diluksanakan oleh Tim
Moniloring PRT.

(2} Tim Monitoring PKT sebagaimana dimalesud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertangeung jawab kepada
Gubérnur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 249

11} Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
mMempunyHl lugas -

a. melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung
dalam pelaksanaan kebijakan FEKT;

L. melaksanakan peninjauan/kunjunpgsn secara langsung
ke lokasi tempat kegiatan PET berjalan; dan

o. melaporkan pelaksanaan tugas Thim secara berkala atan
sesual kebutuhan secara tertulis alau lisan kepada
Gubernur melalul Sekretaris Dacrah.
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[2] Susunan <eanggotaan Tim Monitoring PKT sebagaimana
dimaksud pada ayal (1} tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

(3] Ketua Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud pada
avat (1] melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur melalul Sekretaris Dacrah sctiap 3 (tiga) bulan
sekall atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

(4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
menjadl dasar bagl Gubernur dalam melakukan evaluasi
dan untuk sclanjutnya menetapkan kebijakan lebih lanjut
terkait pervelergegaraan PEKT kedepan.

Fasal 30

Perangkat Daerah selaku  pelaksana PKT me]a}mrkan

penyelenggarasn PRT sesual tugas dan fungsinya kepada

Sekretaris Daerah melalui Tim Monitoring PET setiap 1 [satu)

bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daesrah Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Lt
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggeal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH FROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAEARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOE 71035

, Salinan seslad. dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKEETARIAT DAERAH
PROVINS] DAERAH KHUSUS "BUKOTA JAKARTA,

VAYAN YUHANAH
NIE 196508241994032003



Lampiran  : Peraturan Gubernur Provinsi Daersh Ehusus

lbukota Jakarta

Nomor 102 TAHUN 218
Tanggal 9 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PENGEMBANGAN

Ketua

Walsi] Ketua

Sekretaris

Anggota

Asisten Sekretaris Daerah yang menvelenggarakan fungsi

KEWIBAUSAHAAN TERPADTI

koordinas: bidang perekonomian dan keuangan

Asisten Sekretaris Daerah yvang menvelenggarakan fungsi

koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

Kepala Biro Sekretariat Daersh vang menyelengparakan

fungsi koordinasi bidang perckonomian
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Para Walikota Provinsi DEI Jakarta
Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DEI Jakarta

Kepala Perangkat Daerah yang menvelengearakan
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil,
dan menengah serta perdagangan

. Kepala Perangkat Daerah yang menyvelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perindustrian

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan  bidang  kelautan dan
perikanan

Kepala Perangkat Daerah vang menyelenggarakan
urusan pernerintahan bidang tenaga kerja

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan  bidang  pemberdayvaan
perempuan dan pelindungan anak

Kepala Perangkat Daerah vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang sosial

. Kepala Perangkat Daerah wang menyelenggarakan

urusan pemerintahan  bidang  pariwisata dan
kebudayaan

- Kepala Perangkat Dacrah wvang menyelenpgarakan

urusan pemerintahan  bidang lkomunikasi dan
informatika

. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenpparakan

urusan pemermiahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu

. Kepala Perangkat Dacrah vang menvelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset

Kepala Perangkat Daerah lainmnya Vang
menyelengearckan PKT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

|IBUKOTA JAKARTA,
tie

ANIES BASWEDAN



